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1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Undip menjadi Universitas Riset yang unggul
1.2. MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO
1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan

lulusan yang unggul dan kompetitif;

2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi,
hak kekayaan intelekual, buku, kebijakan, dan teknologi yang
berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan

budaya dan sumber daya lokal;

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang
dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelekual, buku,
kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dengan

mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien,

akuntabel, transparan dan berkeadilan.

2. TUJUAN MANUAL

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat

terpenuhi/ tercapai.
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3. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

1.

ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau
pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi

secara rutin dan terus menerus

untuk semua Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal
Undip

4. DEFINISI ISTILAH

1.

Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati
suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah
proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa

yang diharuskan dalam isi standar

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail
semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang
dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua
aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi

standar

5. PROSEDUR

1.
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Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan
melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi
standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan

akademik.

Mencatat atau merekam semua temuan berupa
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari
penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai

dengan isi standar



3. Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen
mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi

kerja atau formulir (borang).

4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan

dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.

5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran

atau penyimpangan dari isi standar

6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang

diambil.

7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan
korektif apakah penyelenggaran akademik dapat kembali

sesuai dengan isi standar

8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua

yang menyangkut pengendalian standar.

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor

melalui LP2MP disertai dengan saran atau rekomendasi

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas

Diponegoro sebagai koordinator dari pengendalian standar,

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh

standar yang bersangkutan, dan/atau

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis

berupa:
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Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik

Formulir Evaluasi Diri

Formulir temuan hasil audit
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1.
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